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ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP
PELIMPAHAN WEWENANG DOKTER KEPADA PERAWAT

Oieh : Istiglal

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi
sebagal tempat berkumpulnya multidisiplin profesi kesebatan yang didominasi
dokter dan perawat dalam memberikan pelayanan Jasa dengan upaya pelayanan
kesehatan bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Upaya tersebut di
rumah sakit harus pelayanan yang terbaik kepada pasien, dimana hal tersebut
dapat diterima, dicapai, menyeluruh, berkesinambungan serta bermutu guna
mencapai kesehatan yang optimal.

Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah - Bagaimanakah
tanggung jawab Rumah Sakit terhadap kelalaian perawat dalam menjalankan
pelimpahan wewenang dari dokter ? dan Bagaimanakah mekanisme pelimpahan
wewenang dokter kepada perawat?

Penelitian ini  adalah diskriftif dengan pendekatan yuridis normatif,
pengumpulan data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum
priraer, sekunder dan tersier tentang pelimpahan wewenang dokter kepada
perawat dalam pelavanan kesehatan di rumah sakit sehingga memberikan
gambaran hukum dengan jelas.

Berdasarkan hasil penslitian diperoleh kesimpulan bahwa 1. Rumah sakit
sebagai penyelengara pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas segala
~xonsekuensi hukum yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya atau perbuatan
orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya termasuk kelalaian perawat
dalam menjalankan pelimpahan wewenang dokter : 2. Mekanisme pelimpahan
wewenang dokter kepada perawat belum diatur secara jelas bagaimana Standar
Prosedur Operasional pelimpahan wewenang tersebut serta jenis-jenis tindakan
medis tertentu sehingga masih terjadi nya tumpang tindih antara tugas asuhan
keperawatan dengan tugas pelimpahan wewenang dari dokter.

Sebagai rekomendasi disarankan pemerintah membuat Standar Prosedur
Operasional yang jelas dalam pelimpahan wewenang dari dokter kepada perawat
untuk menghindari tumpang tindih nya tugas sehingga tidak ada pihak yang
dirugikan terutama perawat.

viii



ABSTRACT

HOSPITAL RESPONSIBILITY ABOUT DELEGATION OF DOCTOR
AUTHORITY TO NURSES
By : Istiglal

Hospital is one of the health: facilities that serves as a gathering place for
multidisciplinary health professionals domincted by doctors and nurses in
providing services with efforts to promote health, promotion, prevention, curative
and rehabilitative services. These efforts at the hospital must be the best service to
patients, where 1t can be accepted, achieved, comprehensive, continuous and
quality in order to achieve optimal health.

The main issues discussed in this thesis are: What is the Hospital's
responsibility for negligence of nurses in carrying out the delegation of doctor
authority? And how is the mechanism for delegating doctor authority to nurses?
This study is descriptive with a normative juridical appreach, data collection uses
secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials
regarding the delegation of doctor authority to nurses in hospital health services
so0 as to provide a clear legal picture.

Based on the results of the study concluded that: 1. Hospitals as providers
of health services are responsible for all legal consequences that arise as a result
of their actions or the actions of others who are in their responsibilities including
negligence of nurses in carrying out the delegation of doctors authority; 2. The
mechanism for delegating doctor authority to the nurse has not been clearly
regulated how the Standard Operating Procedure delegates the authority and the
types of certain medical actions so that there is still overlap between the tasks of
nursing care with the assignment of delegating doctor authority.

As a recommendation, it is recommended that the government make clear
Standard Operating Procedures in delegating doctors authority to nurses to avoid
overlapping tasks so there is no part is harmed, especially nurses.
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